
 

 

 

BUPATI PURWAKARTA 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA 

 

NOMOR : 137 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 78.A 

TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

TAHUN 2018-2023  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PURWAKARTA, 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan Pasal 342 ayat (4) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah, bahwa Perubahan RPJMD menjadi 

pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat 

Daerah; 

  b. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan 

RPJMD Kab. Purwakarta Tahun 2018-2023, maka 
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 harus 

dilakukan penyesuaian; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Purwakarta 

Nomor 78.A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis 

Perangkat Daerah Tahun 2018-2023; 

 

Mengingat   : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

   

 

 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 



 

 

1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 

dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2851); 

  

 

 

 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

  

 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

  

 

 

 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

  

 

 

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka 
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6516); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 



 

 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 

tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi 
Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan 

Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program 
Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka 

Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 

Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan 
Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

  12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 

  

 

 

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peaturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 



 

 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 

2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1540); 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 1114); 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1447); 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan 
Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 288); 

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2020 tentang Percepatan Penanganan Corona 
Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 249); 

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 590); 

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 

Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi 
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah; 

  22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 
Nomor 7 Tahun 2019 tentang PerubahanKedua 
atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 

9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan 



 

 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 

236); 

  23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 

Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237); 

  24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta  Nomor 4 
Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Pembangunan dan 
Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 

4); 

  25. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 

(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 

2012 Nomor 11); 

  26. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16); 

  27. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 

2016 Nomor 9); 

  28. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah 

Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1); 

  29. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 

(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 

2021 Nomor 3); 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA 
NOMOR 78.A TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS 

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023 

 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 78.A 

Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah 

Tahun 2018-2023, diubah sebagai berikut: 

 

1 Ketentuan dalam Lampiran diubah menjadi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

2 Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 5 

(1)  Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta terdiri dari : 

1. Dinas Pendidikan; 

2. Dinas Kesehatan; 

3. RSUD Bayu Asih; 

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

6. Satuan Polisi Pamong Praja; 

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 

8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; 

9. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak; 

10. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; 

11. Dinas Pangan dan Pertanian; 

12. Dinas Lingkungan Hidup; 

13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana; 

16. Dinas Perhubungan; 

17. Dinas Komunikasi dan Informatika; 

18. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 

Perdagangan dan Perindustrian; 



 

 

19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu; 

20. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan 

Kebudayaan; 

21. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; 

22. Dinas Perikanan dan Peternakan; 

23. Sekretariat Daerah; 

24. Sekretariat DPRD; 

25. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah; 

26. Badan Keuangan dan Aset Daerah; 

27. Badan Pendapatan Daerah; 

28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia; 

29. Inspektorat; 

30. Kecamatan Jatiluhur; 

31. Kecamatan Sukasari; 

32. Kecamatan Maniis; 

33. Kecamatan Tegalwaru; 

34. Kecamatan Plered; 

35. Kecamatan Sukatani; 

36. Kecamatan Darangdan; 

37. Kecamatan Bojong; 

38. Kecamatan Wanayasa; 

39. Kecamatan Kiarapedes; 

40. Kecamatan Pasawahan; 

41. Kecamatan Pondoksalam; 

42. Kecamatan Purwakarta; 

43. Kecamatan Babakan Cikao; 

44. Kecamatan Campaka; 

45. Kecamatan Cibatu; 

46. Kecamatan Bungursari; 

47. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 

 

 

(2)  Perangkat Daerah lama yakni Dinas Pekerjaan Umum, 
Binamarga dan Pengairan, Dinas Tata Ruang dan 

Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran dan 
Penanggulangan Bencana, dan Kantor Kesatuan Bangsa 
dan Politik tetap menyusun Perubahan Renstra Perangkat 

Daerah sampai dengan Tahun 2021 

 



 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta. 

 

 

Ditetapkan di Purwakarta 

pada tanggal 27 Mei 2021 

BUPATI PURWAKARTA, 

 

 

 

ANNE RATNA MUSTIKA 

 
 

Diundangkan di Purwakarta 
pada tanggal 27 Mei 2021 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PURWAKARTA, 
 
 

 
 

 
IYUS PERMANA 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 137 

 

 


